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Perobahan pada surat-
keputusan Menteri Ke.-
uangan R.I. tanggal

13 September 1952 No.

213333/K.-
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Bersama ini dikirimkan kepada Saudara sali-
nan dari surat-keputusan Menteri Keuangan R.I,
di Djakarta tanggal 3 Desember 1952 No0.290986/K
tentang hal sebagai jang tersebut dikepala su-

rat ini, untuk dimaklumi, menundjuk pada surat
fihak kami tanggal 17 Oktober 1952 No.13883/

KPSU/12/3~1952.~

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
~.. Kepala Bahagian Keuangan9

Residen,Koordinator Pemorlntahaﬁzgnpuk Atgeh di Kutaradjae.
Sekallan para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di-seluruh

Propinsi Sumatera Utara.
Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi

Sumatera Utara.

Kepala DJaWatan P.P.K. Propigsi Snmatera Utara di Medan.
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Bl & T, 24
Perikanan Darat
Pertanian
Kesehatan
Kehewanan

—— -

Rakaman 4 lampirannja kepada Kepala Baha2gianp Desentralisasi
Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi.-

Lihat sebelah.




SQLINAN _ = yo Lo A ' B
. PETIKAN surat k¥putussn Menbedi Keés
fanghn Républik Indonesiay

':‘i",l‘?"\ L ) : PR
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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA; _ kit
\ Membatja surat Menteri Perhubungan tanggal 17 Nppafik
ber 1952 No. Pu3l/7/463 . H

Mengingat sura.t;-keputusan kamt tanggal 13 Segtem’wr
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan, bahwa ketentuan mab b dalanm kepu‘hﬁ%hi’i
kemi tanggal 13 September 1952 No, 213333/K harus dibatja se-~
bagai berikut:

~ Wp, setinggi-tingginia Rp.l50.—— (Bmpatratus limapulidh
rlpiah) sebagal tundjangan untuk sikpilr setinggls
tingginda Rpe 375~ (tigaratus tuwdjuhpnluh lima ru-
piah) dsa tuondjangan untuk ansuransi setinggi-tinggie
nja Bde 7%~ {Tudjuhpunivh 1ima rupiah)*

Manterl Keuangan,
Aattes
{(Semitre Djojdhadiltuswno),s
Untuk saliman jang sama bunjinja,

SATINAN swrat kepuwbusan iml dikiriskan kopada:

1. Kabinet Presideny

2. Perdsmne Menberiy;

3w Wakil Perdans Menberi;

Y, Para Menberi;

He Dewan Pehgawes Keouangan di Bager;

®. Kepale Djawatan Kepelislian Negara i Djskariag : :
7+ Para Cubernur, Kepala Baersh Propinsi, Kepsals Baersh Lot~
_ mewa Jogjiakarta dan Wali Xote Dijskarta-Rayeaj;

8. Sekretarist Dewan Berwskilan Rakjst & Djakertag

Do Diawatan? dalam 1ingkungan Kementerian?;
10, Kemerrberian Kehakiman, dengan permivtaan snpaja surst-

Zepubusen dnd divmorlean dalam Tanbghen Lexbaran Negara.
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SALINAN.

TAMBAHAN LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ko, 287.- TUNDJANGAN MOBIL TETAP, UANG KILOMETER,
PEGAWAT NEGERI SIPIL., PEMBERIAN, Keputusan
Menteri Keuangan, tentang penetapan peratu-
ran tentang pemberian tundjangan-mobil-tetap
dan uang kilometer untuk pemakaian mobil ke-
punjaan sendirl oleh pegawai Negeri sipil,.-

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN,
Nr :213333/K, Djakarta, 13 September 1952,-

MENTERI KEUANGAN

Mengingat pasal 18 dari'"Peraturan Kenderaan Barmotor Sipil"
(Peraturan Pemerintah Nr 39 Tahun 1952);
Mendengar Menteri Perhubungan;

= MEMUTUSKAN :

Pertama: Menetapkan "Peraturan'tentang pemberian tundjangan-mobil-
tetap dan uang kilometer untuk pemakaian mobil kepunjaan sendiri oleh
pegawal Negeri Sipil", sebagal berikut: :

Pasal 1.

Tund jangan mobil=-tetap dan uang kilometer dapat diberikan oleh Ke-
pala Perdjalanan kepada pegawal Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 1€
"Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" jang mempergunakan mobil sendiri
untuk perdjalanan dinas dan menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perd}
lanan perlu mempergunakan mobil sendiri,

Pasal 2.

Untuk mendapat tundjangan-mobil=-tetap dan uang-kilometer, pegawal

jang bersangkutan harus mengadjukan surat permohonan kepada ﬁepala Dja

watan Perdjalanan jang memuat keterangan2 tentang:

a, nama, djabatan/pangkat, gadji pokok dan tempat kedudukan pemohon;

b. tanggal dan harga pembelian (mobil baru atau jang telah dipakai),
merk, type, tahun pembikinan dan banjaknja cylinder mobil jang di-
pergunakan;

¢, tanggal hari mulal memakail mobil sendiri untuk perdjalanan dinas di
dalam daerahnja;

d. djumlah kilometer Jang rata2 tiap2 bulan (akan) ditempuh dengan mo-
bil sendiri untuk perdjalanan dinas;

e. luasnja daerah-djabatan jang tertentu (sebutkan nama Kabupaten/Ke-
residenan jang bersangkutag§.

Pasal 3.

1.Djumlah tundjangan-mobil-tetap untuk mobil sendiri jang dapat di-
berikan tiap2 bulan ditetapkan sebanjak:
a. 1% dari harga pembelian Pemerintah ditambah dengan
b. setinggi2nja Rp.375.~ (tiga ratus tudjuh puluh lima rupiah )

sebagai tund jangan untuk pengeluaran2 jang tetap.

2,Djumlah tundjangan tersebut pada ajat 1 diberikan selama waktu
jang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalanan dan paling lama
60 bulan. Setelah waktu jang ditentukan itu berachir, maka pemberian
tund jangan harus ditetapkan lagi,

Pasal 4.

1.Pembajaran tundjangan-mobil-tetap dilakukan pada permulaan bulan,

2.Untuk menentukan djumlah tundjangan-mobil-tetap buat satu hari
+4an9 hinlary Ad4hd+1irme 20 hand
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Pasal 55

Tund jangan-mobil~-tetap diberikan dari hari pegawai jang
bersangkutan mulai memakal mobil sendiri untuk keperluan dinas
sampal dengan hari sebelum ia meletakkan djabatannja atau sam-
pal dengan hari sebelum mobil itu didjual/tidak dipergunakannja
lagi untuk keperluan dinas, dengan mengingat ketentuan2 tersebut
dalam pasal? 6 dan 7 peraturan ini,

Pasal 6,

Pegawal Negeri jang diberi tundjangan-mobil=-tetap tidak
berhak lagi atas tundjangan itu, djika dalam kedudukan dan pe-
kerd jaan pegawai terdjadi perubahanZ2 jang menghilangkan sjarat2
untuk mendapat tundjangan-mobll-tetap.

Pasal 7.

Tund jangan-mobil-tetap tidak diberikan, djika pegawal jang
bersangkutan selams satu bulan penuh atau beberapa bulan penuh
berturut2 tidak melakukan perdjalanan dinas dengan mobil sendiri
keluar ketempat kedudukannja. Dalam hal termaksud diatas diberi-
kan penggantian setinggi-tingginja Rp.375.- (tiga ratus tudjuh
puluh lima rupiah) sebulan dan paling lama untuk dus bulan.

Pasal 8,

Untuk perdjalanan dinas dengan mobil sendiri, Jjang dilaku-
kan oleh pegawal negeri jang mendapat tund]Jangan-mobil-tetap, di-
berikan uvang kilometer buat tiap kilometer jang ditempuh, dengan
ketentuan bahwa uang kilometer tidak diberikan untuk perdjalanan
dinas didalam kota tempat kedudukan pegawai dan tempat jang dikun-
djunginja, begitupul perdjalanan djabatan jang djaraknja kurang da-
ri pada 5 kilometer dari batas tempat kedudukannja.

Pasal 9,

Djumlah uang kilometer jang dapat diberikan buat tiap2 kilome
ter jang ditempuh mobil sendiri ditetapkan setinggi-tingginja Rp.
0.62 (enam puluh dua sen).

Pasal 10,

1.Untuk memperoleh pembajaran tundjangan-mobil-tetap pegawai
jang berkepentingan harus menjampaikan permintaan rangkap 4 :

a, buat daerah Kotapradja Djakarta Raya kepada Kepala Djawatan Per-
d jalanan;

b. buat daerahZ Propinsi Kepada Kantor Tjabang dari Djawatan terse-
but dan dimena tidak ada kantor Tjabang kepada Kantor Pusat Per-
bendaharaan jang bersangkutan.

2.,Untuk mendapat pembajaran uang kilometer untuk perdjalanan
dinas dengan mobil sendiri pegawai -jang bersangkutan harus menga-
djukan daftar ongkos perdjalanan.

Pasal 11.

Djika pegawai jang mendapat tundjangan-mobil-tetap dalam me-
lakukan perdjalanan dinas dengan mobil sendiri mengizinkan menum=-
pang dalam mobilnja pegawai Negeri bukan pegawal bawahannja dan jan
menumpang itu berhak menuntut biaja perdjalanannja menurut Peratura
Perdjalanan Dinas, serta pula tidak diikuti oleh mobil sendiri atau
mobil sewaan, maka untuk penumpang itu baik seorang maupun lebih ke
pada jang punja mobil sendiri diberikan penggantian tambahan seba=-
njak Rp.0.10 (Sepuluh sen) buat tiap2 kilometer jang ditempuhnja.

Pasal 12 e



} Pasal 12,

Dalam melakukan peraturan ini mobil kepunjaan dinas jang
dibell setjara sewa-bell termaksud dalam Bab II B "Peraturan
Kenderaan Bermotor Sipil" dianggap sebagai mobil sendiri,

Pasal 13.

Untuk mendapat tundjangan-mobil-tetap pegawai termaksud da-
lam pasal 9 "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil" harus mengad jukar
surat permohonan kepada Kepala Djawatan Perdjalanan jang memuat ke
terangan2 tentang :

a. Eama, djabatan/pangkat, gadji pokok dan tempat kedudukan pemo-

on; : 3

b. nomor dan tanggal surat perdjandjian sewa~beli dan keterangan-
keterangan mengenal harga pembelian, merk type, tahun pembiki-
nan dan banjaknja eylinder mobil jang dipergunakan;

c. tanggal hari mulai memakai mobil dinas jang dibell setjara se-
wa=beli untuk keperluan dinas;

d. djumlah kilometer jang rata-rata tiap=-tiap bulan(akan) ditempuh
dengan mobil kepunjaan dinas Jjang dibeli setjara sewa-bell un-
tuk perdjalanan dinas;

e. luasnja daerah djabatan gang'tertentu (sebutkan nama Kabupaten/
Keresidenan bersangkutan

Pasal 14.

Kepada pegawal Negeri termaksud dalam pasal 9 ajat 2 "Pera-
turan Kenderaan Bermotor Sipil" jang membell mobil kepunjaan di-
nas setjara sewa-bell tidak diberikan tundjangan-mobil-tetap, dji-
ka ia selama satu bulan penuh atau beberapa bulan bertirut-turut
tidak mempergunakan mobilnja untuk keperluan dinas,

Dalam hal tersebut diatas diberikan penggantian setinggi-
tingginja Rp.375.~ (Tiga ratus tudjuh puluh lima rupiah) sebulan
dan paling lama untuk 2 bulan,

Pasal 15;

Dalam hal luar biasa Kepala Djawatan Perdjalanan dapat me-
njimpang dari ketentuan-ketentuan termasud pada pasal 3, 9 dan 11

peraturan ini,
Kedua: Peraturan ini dapat dilsebut "Peraturan Tundjangan

Mobil" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952, -

Salinan dst.

Menteri Keuangan
Dr.SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, -

Untuk salinan sesuail dengan aslinja,
Djawatan Rumah2 Sakit Djiwa
i Ketua Tata Usaha,
d.t.o.
( RoJoesoef Ahmadi )

Untuk salinan jang sama,




